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Judul : Praktik Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan 

Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak 

 
ABSTRAK 

Lelang pada mulanya dibuat pada masa kolonial Belanda, yang merupakan 

metode jual beli yang dimana mempertemukan pihak penjual dan masyarakat 

sebagai pihak pembeli objek lelang dalam suatu waktu untuk melakukan transaksi 

penjualan di muka umum dengan penjualan yang meningkat secara bertahap. 

Dalam perkembangannya, lelang dapat dilakukan dengan lelang secara online 

melalui website lelang dan umumnya dilakukan oleh perbankan sebagai pihak 

penjual. Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan 

mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam lelang secara 

online dan tanggung jawab perbankan sebagai pihak penjual objek lelang apabila 

terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini 

adalah penggunaan perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah 

dimaksudkan agar pemerintah dapat mengeluarkan aturan-aturan khusus demi 

melindungi hak yang seharusnya diterima oleh pihak penjual maupun pembeli 

lelang online, dan perlindungan hukum represif yang bersifat memperbaiki 

dengan aturan lelang memuat hukuman baik denda maupun pidana apabila telah 

terjadinya tindakan tersebut. Serta, bagaimana tanggung jawab perbankan sebagai 

pihak penjual dalam lelang online apabila terjadinya tindakan wanprestasi seperti 

barang yang sampai ke tangan pembeli tidak sesuai. Setiap tindakan yang 

dilakukan oleh bank sebagai pihak penjual harus mampu memberikan 

perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam lelang dan bertanggung 

jawab atas segala tindakan kelalaian seperti pencurian data dan tindakan lalai 

lainnya. 

Kata Kunci : Lelang, Lelang Online, Lembaga Perbankan, Perlindungan Hukum, 

Tanggung Jawab. 
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BAB I 

 

 
PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 
 

Perjalanan bangsa Indonesia untuk menghadapi perkembangan 

zaman merupakan salah satu tugas bagi setiap bangsa untuk mewujudkan 

cita-citanya. Setiap industri mengalami perubahan signifikan untuk 

mencapai keberhasilan di tengah terpaan globalisasi teknologi. Perubahan 

sudut pandang bahwasannya penggunaan teknologi dapat mempermudah 

tugas manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh nyata 

penggunaan teknologi adalah gawai atau smartphone yang ditujukan untuk 

mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi secara luas dan 

cepat. Selain itu, fungsi lain dari gawai atau smartphone adalah untuk 

mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi secara online. Seperti contoh 

adalah penggunaan mobile banking sebagai salah satu sistem perbankan 

yang dapat mempermudah manusia untuk bertransaksi secara online 

dimana saja dan kapan saja. Sistem tersebut menjaring setiap manusia 

untuk dapat menjalankan transaksi ekonomi tanpa terhalang batas ruang 

dan waktu. 

Kemudahan dalam bertransaksi tersebut, tidak menutup 

kemungkinan bahwa penggunaan teknologi di dalam sektor perbankan 

dapat dilakukan untuk kebutuhan lainnya, tidak hanya untuk bertransaksi 



2 
 

 

 

 

 

atau mengirim uang saja. Namun, teknologi perbankan dapat dipergunakan 

untuk melakukan belanja online melalui platform e-commerce, membeli 

produk perbankan seperti saham, deposito, kredit, tabungan berjangka, dan 

produk perbankan lainnya. Salah satu metode dalam menjual suatu produk 

perbankan yaitu melalui metode lelang. Lelang merupakan metode yang 

cukup efektif dalam menangani permasalahan pada metode jual beli 

konvensional. Metode lelang cukup umum digunakan oleh perbankan 

sebagai penjual objek lelang untuk mempermudah konsumen sebagai 

pembeli lelang dalam mencapai kesepakatan. Dalam metode konvensional, 

terkadang terdapat permasalahan pada konsumen melakukan wanprestasi, 

yaitu konsumen tidak membayar harga yang telah disepakati hingga batas 

waktu yang telah ditentukan. Sehingga, untuk menghindari terjadinya hit 

and run atau wanprestasi tersebut maka dilakukanlah metode lelang.1 

Dalam tugas perbankan sebagai penghimpun dana dan sebagai 

penyalur dana kepada masyarakat atau dengan kata lain salah satu fungsi 

dari bank sendiri adalah badan usaha yang memiliki kemampuan untuk 

dapat mengumpulkan dana yang berasal daripada masyarakat dalam wujud 

simpanan yang kemudian dana tersebut kembali didistribusikan kepada 

masyarakat lainnya dalam bentuk kredit.2 Perbankan memiliki beragam 

produk perbankan sebagai sarana penyaluran dana. Salah satu sarana 

 
1 Yudha Sri Wulandari. (2018). “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap 

Transaksi Jual Beli E-Commerce”. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, Nomor 2, hal. 199-210. 
2 Swis Hendrik dan Mada Apriandi Zuhir. (2023). “Implementasi Pasal 20 Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Hak Tanggungan Dalam Menjamin Kepentingan Para 

Pihak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang. Jurnal Lex Lata 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 115. 
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perbankan dalam menyalurkan dana tersebut adalah melalui proses jual 

beli produk perbankan. Jual beli tersebut dapat berupa jual beli saham, 

obligasi, maupun surat berharga lainnya. Salah satu instrumen jual beli 

produk perbankan tersebut ialah lelang. Lelang merupakan instrumen 

perbankan sebagai alat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini 

disebabkan bahwasannya lelang dapat secara langsung menghubungan 

antara penjual dan pembeli dengan perbankan sebagai fasilitatornya, serta 

dalam prosesnya telah dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Lelang 

sebagai tujuan utamanya sebagai media untuk membantu pertemuan antara 

penjual dan pembeli suatu barang, seperti kendaraan bermotor, tanah, surat 

berharga, dan benda-benda lainnya yang merupakan objek hukum yang 

sah dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.3 

Lelang sendiri telah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda yang 

dimana dikenal dengan sebutan Lelang Belanda (Dutch Auction). Hal ini 

dibuktikan dengan hadirnya lelang di Indonesia pada 1 April 1908 dan 

adanya 2 peraturan yang dibuat oleh Hindia Belanda yaitu pertama, Vendu 

Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 

tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan 

staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 

1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok 

tentang lelang. Kedua Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad 

nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

 
 

3 Rochmat Soemitro. (1987). Peraturan dan Instruksi Lelang. Bandung: Eresco, hlm. 1. 
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terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie 

merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement. 

Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para kaum 

aristokrat, yang dimana pada masa itu hanya orang-orang Belanda yang 

memiliki cukup kekayaan untuk mengikuti lelang. Sehingga, Vendu 

Reglement dan Vendu Instructie awalnya hanya berlaku bagi warga 

Belanda yang pada waktu itu bermukim di Indonesia. Sistem lelang pada 

masa penjajahan tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada 

barang-barang yang dimiliki oleh para pejabat Belanda yang dimutasi atau 

pindah dinas. Pada masa itu pula, benda-benda yang termasuk pada daftar 

lelang umumnya didominasi oleh benda-benda seni, seperti lukisan, 

patung, dan benda yang bernilai seni lainnya. Namun, tidak jarang juga 

lelang pada masa Hindia Belanda terdapat juga rumah dan tanah sebagai 

objek lelang.4 

Vendu Reglement sebagai dasar hukum lelang berkaitan mengenai 

prosedur lelang, siapa yang berwenang melakukan lelang, objek atau 

barang-barang apa saja yang dapat dilelang biaya apa saja yang 

dimungkinkan timbul dari kegiatan lelang, pembukuan lelang dan instansi 

yang diizinkan untuk menyelenggarakan lelang. Vendu Reglement pula 

mengatur mekanisme lelang secara detail, termasuk tata cara penawaran 

lelang. Dengan Vendu Reglement, menjadi dasar dari terbentuknya kantor 

Inspeksi Lelang, sebagai lembaga pertama di Indonesia yang memiliki 

 

4 Adwin Tista. (2013). “Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia”. Jurnal Al’-Adl, 

Volume V Nomor 10, hal. 54. 
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wewenang untuk melaksanakan lelang. Inspeksi lelang memiliki tanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan (Direktuur Van Financient). Inspeksi 

lelang kemudian bertanggung jawab di bawah naungan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) dengan nama Kantor Lelang Negara (KLN). 5 

Pada tahun 1991, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 

Tahun 1991, terdapat restrukturisasi dalam Departemen Keuangan. Salah 

satunya, terbentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Urusan Piutang 

dan Lelang Negara (BUPLN). Bagian lelang atau KLN yang awalnya 

berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak beralih menjadi di bawah 

naungan BUPLN. Pada masa BUPLN tersebut, lelang berkembang dengan 

melibatkan pihak swasta seperti perbankan dalam pelaksanaannya, 

sehingga mulai marak berdiri Balai Lelang yang berada di bawah 

pembinaan dan pengawasan BUPLN. Pengelola Balai Lelang tersebut 

ialah pihak swasta. Pada Tahun 2000, kembali terjadi perubahan organisasi 

di bawah Departemen Keuangan. BUPLN berganti nama menjadi 

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). DJPLN 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan pengurusan 

piutang Negara dan lelang. Bagian lelang juga berubah nama dari KLN 

menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 

(KP2LN). Perkembangan terakhir terjadi pada Tahun 2006, dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi 

Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal 

 

5 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html , 

diakses tanggal 7 September 2023, pada pukul 22.41 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html
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Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan di tingkat operasional berubah dari 

KP2LN menjadi Kantor Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL). Perjalanan panjang restrukturisasi organisasi lelang 

tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat umum 

tidak lazim mendengar istilah lelang, sementara mengenai mekanisme 

lelang tidak banyak mengalami perubahan.6 

Lelang merupakan kata serapan dari bahasa latin, yaitu auctio yang 

berarti meningkat dengan cara bertahap. Terdapat istilah lain dalam bahasa 

Belanda yaitu Vendu, dan bahasa Inggris yaitu Auction. Selain itu, kata 

lelang terdapat dalam terjemahan bahasa Belanda, yaitu openbare 

verkooping, openbare veling, atau openbare verkopingen, terjemahan 

bahasa Belanda tersebut memiliki arti kata “lelang” atau “penjualan di 

muka umum”. Lelang di Indonesia hingga saat ini pada dasarnya memakai 

metode yang bersifat terbuka untuk mendapatkan harga tertinggi atau 

semakin meningkat setiap saat.7 Peraturan Vendu Reglement dan Vendu 

Instructie yang dibuat oleh Hindia Belanda tersebut menjadi dasar lahirnya 

peraturan khusus mengenai lelang, baik berupa Keputusan Menteri 

Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan lainnya. 

Hal ini mendasari bahwasannya lelang itu sendiri melindungi baik penjual 

maupun pembeli lelang. Fakta menunjukkan bahwa lelang (auction) 

sampai sekarang masih dilirik dan diminati sebagai sarana jual beli, 

bahkan makin berkembang dengan munculnya puluhan balai lelang ketika 
 

 

 

 
hlm.239. 

6 Ibid. 
7 Salim HS. (2011). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 
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pemerintah menetapkan kebijakan pembentukan balai lelang. Kantor 

lelang negara yang semua hanya berada di kota-kota besar, sekarang sudah 

terbentuk di seluruh ibu kota propinsi dan beberapa kota yang dipandang 

perlu, sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang lebih efisien dan 

efektif.8 

Secara hakikatnya, lelang dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu 

sistem lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka merupakan 

lelang yang diadakan oleh balai lelang, yang di mana para peminat objek 

lelang dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. Sedangkan 

lelang tertutup merupakan lelang yang dilakukan secara tertutup atau 

rahasia, yaitu calon pembeli lelang akan mengajukan harga atas objek 

lelang yang diminati di dalam amplop tertutup, yang di mana penawar 

harga tertinggi tidak diketahui. Pemenang lelang akan diketahui setelah 

proses penawaran selesai dan hasilnya akan diumumkan kepada para calon 

pembeli lelang yang sudah mengajukan harga. Objek lelang tidak hanya 

terbatas pada benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan benda 

tidak bergerak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 506-508 KUH 

Perdata. Namun, objek yang dapat didaftarkan untuk dilelangkan juga 

benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik, dan benda 

bergerak lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 509-510 KUH 

Perdata. 

 
 

8 Yenti Murni dan Suharizal. (2018). “Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi 

Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru”. 

Jurnal Simbur Cahaya 25 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nomor 1, hal. 1. 
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Terdapat 5 asas yang mendasari pelaksanaan lelang, pertama yaitu 

transparansi yang memiliki arti keterbukaan, asas transparansi menjadikan 

dasar bahwasannya lelang harus bersifat terbuka kepada masyarakat, 

dengan maksud tidak adanya kesenjangan kekuasaan antara “si kaya” dan 

“si miskin”. Kedua, asas kepastian, yang di mana berkaitan dengan lokasi 

atau tempat pelaksanaan lelang dan uang jaminan yang harus dibayarkan 

apabila lelang dibatalkan pelaksanaannya. Ketiga, asas kompetisi yang 

berarti setiap peserta lelang yang berpartisipasi sedang berkompetisi untuk 

mencapai harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Keempat, asas 

efisiensi yaitu lelang harus dilaksanakan dengan waktu dan lokasi yang 

tepat tanpa berlarut. Kelima, asas akuntabilitas yang berarti lelang yang 

dilaksanakan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

yang sah, lelang juga harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang 

dengan lokasi yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada era teknologi 

mengalami tantangan, yang di mana mekanisme lelang yang dilakukan 

sudah tidak lagi menjumpai kata efektif. Hal ini disebabkan karena calon 

pembeli lelang dan penjual lelang sulit untuk melakukan lelang secara 

terbuka dengan tatap muka secara langsung. Problematika tersebut dapat 

menghambat proses lelang, yang seharusnya mudah dan efisien. Sehingga, 

dalam perkembangannya lelang dapat terjadi secara online atau dikenal 

dengan di dalam jaringan. Lelang secara online ini dilakukan untuk 

menjawab tantangan perkembangan zaman, yaitu para pembeli maupun 
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penjual lelang mengharapkan adanya suatu sistem yang dapat memberikan 

dampak efektif dan efisien bagi penjual dan pembeli lelang, yang di mana 

baik penjual maupun pembeli lelang dapat melakukan transaksi lelang 

tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan tanpa mengurangi 

perlindungan keamanan bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuat suatu fasilitas 

lelang yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan e- 

auction. Hal ini dilakukan oleh DJKN untuk memberikan sistem yang 

terkontrol sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan dari sisi 

pemohon lelang (penjual), calon pembeli lelang, maupun Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Secara praktik, dalam 

kegiatan lelang online biasanya pembeli lelang menerima perjanjian yang 

telah dibuat oleh penyelenggara lelang. Pembeli lelang berhak untuk 

mendapatkan informasi detail terkait spesifikasi barang secara jelas dan 

rinci, dokumen barang, terjamin barang yang di lelang adalah barang yang 

orisinal/asli, serta menerima barang tersebut dengan kondisi barang yang 

baik dan asli sesuai dengan di foto.9 

Sistematika lelang melalui mekanisme online atau internet tersebut 

merupakan jawaban dari permasalahan lelang yang terjadi. Sebab, baik 

penjual maupun pembeli lelang mengharapkan adanya kemudahan dalam 

bertransaksi lelang. Namun, sistem lelang online sendiri telah dikenal 

sejak tahun 2014. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah meresmikan 
 

9 Fitri Amini dan Annalisa Yahanan. (2023). “Konsep Perlindungan Hukum Dalam 

Lelang Akik dan Permata di Facebook Pada Masa Akan Datang”. Jurnal Lex Lata Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 197. 
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Sistem Manajemen Informasi Lelang Elektronik atau disingkat SMILE. 

Sistem SMILE sendiri pada masa itu dapat dikatakan sebagai sistem gagal. 

Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang 

adanya website yang dapat membantu peserta lelang dalam mengikuti 

proses lelang. Sehingga, pada tahun 2018, DJKN membuat suatu solusi 

untuk memecahkan masalah lelang online tersebut dengan memperbarui 

sistem lelang online dengan menggunakan sistem yang lebih baru, yaitu 

melalui website http://lelang.go.id .10 Sistem tersebut dibuat dengan 

maksud agar masyarakat dapat lebih mudah memahami sistem lelang 

online tersebut dan telah disesuaikan agar user friendly bagi penggunanya. 

Sistem online tersebut menjadikan perkembangan lelang tidak lagi terbatas 

oleh tempat dan waktu namun dapat dilakukan dengan lebih efisien, 

transparan dan efektif. Begitu pula dalam dunia perbankan, proses lelang 

tersebut juga tercantum dalam http://lelang.go.id . Hal ini dilakukan 

sebagai bukti bahwa perbankan mendukung perencanaan pemerintah 

dalam melaksanakan lelang secara Online.11 

Secara khusus, pengaturan mengenai lelang dengan sistem online 

atau melalui internet atau dikenal dengan e-auction awalnya tidak terdapat 

dalam Vendu Reglement dan Vendu Instructie sebagai dasar hukum lelang. 

Namun, setelah era teknologi berkembang pesat sehingga teknologi yang 

merambah menjadikan e-auction semakin digandrungi oleh masyarakat 

luas. E-auction atau lelang online yang berkembang tersebut menjadikan 

 

10 http://lelang.go.id , diakses pada tanggal 8 September 2023, pada pukul 00.36 
11 Ibid. 

http://lelang.go.id/
http://lelang.go.id/
http://lelang.go.id/
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lelang online dicantumkan dalam peraturan mengenai pelaksanaan lelang. 

Lelang online telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta 

Lelang Melalui Internet. Secara tegas pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK.06/2016 yaitu : 

“Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran 

Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang 

Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran 

peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan 

melalui aplikasi lelang berbasis internet.” 

Membeli barang melalui lelang dapat memberikan keuntungan, 

seperti harga yang lebih murah dan kesempatan untuk mendapatkan 

barang unik. Namun, ada beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan 

oleh calon pembeli produk lelang, sebelum mengikuti lelang: 

1. Risiko Barang Tidak Sesuai Ekspektasi: Kondisi Barang: 

Barang lelang umumnya dijual "apa adanya" dan tidak ada 

jaminan kondisi. Pembeli berisiko mendapatkan barang yang 

rusak, cacat, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Informasi Terbatas: Informasi tentang barang lelang mungkin 

terbatas, dan pembeli mungkin tidak memiliki kesempatan 
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untuk memeriksa barang secara menyeluruh sebelum membeli. 

Penipuan: Ada risiko penipuan dalam lelang, seperti barang 

palsu atau penawaran palsu. 

2. Proses Lelang yang Rumit: Prosedur Lelang: Memahami 

prosedur lelang, seperti aturan penawaran dan pembayaran, 

bisa membingungkan bagi pembeli baru. Persaingan: Lelang 

dapat menarik banyak pembeli, sehingga persaingan untuk 

mendapatkan barang yang diinginkan bisa tinggi. Biaya 

Tambahan: Selain harga lelang, pembeli mungkin harus 

membayar biaya tambahan seperti pajak, biaya lelang, dan 

biaya pengiriman. 

3. Ketidakpastian Hak Milik: Sengketa Hak Milik: Barang lelang 

mungkin memiliki masalah hak milik yang tidak diketahui 

pembeli. Gugatan: Pembeli berisiko digugat oleh pihak lain 

yang memiliki hak atas barang lelang. 

4. Kesulitan Pengembalian Barang: Barang Tidak Sesuai 

Deskripsi: Barang lelang umumnya tidak dapat dikembalikan 

atau ditukar jika tidak sesuai dengan deskripsi. 

5. Penyesalan Pembeli: Pembeli tidak dapat membatalkan 

pembelian setelah memenangkan lelang. 

 

Seperti contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

517/Pdt.G/2017/PN.Bdg. mengenai pemenang lelang yang belum juga 
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terpenuhi haknya terhadap objek lelang yang dimenangkannya. Lelang 

dengan Penggugat berinisial IHP merasa dirugikan setelah objek lelang 

berupa 3 bidang tanah milik Tergugat berinisial SS, dimenangkan melalui 

lelang secara online yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri bersama 

KPKNL Bandung. Namun, Tergugat merasa keberatan dari adanya 

kemenangan tersebut. Namun, setelah ditelusuri pada faktanya Tergugat 

memiliki kredit macet yang disebabkan dari pinjaman terhadap Bank 

Mandiri tidak mampu untuk dilunaskan. Sehingga, Bank Mandiri selaku 

pemegang Hak Tanggungan Pertama memiliki hak untuk menjual objek 

hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum dan 

mengambil hasil keuntungan dari lelang tersebut untuk melunasi piutang 

(Pasal 6 UUHT). 

 

Setelah sekian lama berlalu, Bank Mandiri selaku penjual lelang 

tidak juga memberikan surat bukti kepemilikan tanah tersebut, lantaran 

Tergugat, yaitu SS telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri 

Bandung atas dasar perampasan tanah. Oleh karena tanah tersebut sedang 

berperkara, pihak Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan yang 

dilakukan oleh Tergugat, yaitu SS, KPKNL Bandung dan Bank Mandiri. 
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Sehingga, dilakukanlah gugat perdata terhadap ketiga Tergugat dengan 

alasan Wanprestasi. 

 

Lelang sendiri baik lelang maupun lelang secara online (e-auction) 

pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara hakikatnya. Lelang online 

umumnya merupakan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Hak Tanggungan 

menurut Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1966 adalah “hak atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan.12 Ditengah terpaan permasalahan di era teknologi, 

problematika e-auction atau lelang online tidak lagi hanya sebatas 

wanprestasi saja. Namun, permasalahan tersebut telah merambat kepada 

penipuan (fraud), hijacking, phising, dan permasalahan di era teknologi. 

Sehingga, perlunya suatu peraturan khusus untuk mengatur lelang online 

tersebut agar tidak merugikan bagi penjual lelang dalam hal ini perbankan 

dan pembeli lelang dalam hal ini nasabah dan masyarakat luas. Peraturan 

khusus tersebut bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas 

dan konkrit bahwa setiap warga negara Indonesia berhak utuk ikut serta 

dalam pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam kenyataan tersebut terdapat 
 

12 Grafita Aji Parama Bhakti dan Zakki Adlhiyati. (2017). “Upaya Gugatan Perlawanan 

Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan”. Jurnal Verstek Bagian 

Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 5 Nomor 2, hal. 38-52. 
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problematika tambahan seperti aplikasi lelang yang tidak berjalan 

sebagaimana semestinya atau error dan masalah sistem lainnya, seperti . 

Seperti contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

517/Pdt.G/2017/PN.Bdg. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa 

tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai 

praktik lelang secara online dalam lembaga perbankan dari sudut pandang 

perlindungan hukum terhadap para pihak dalam lelang, yakni dengan judul 

“Praktik Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan Ditinjau 

Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak” 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, penulis merumuskan 

masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam praktik lelang secara online 

 

dalam lembaga perbankan? 

 

2. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual lelang dalam praktik 

perbankan secara online? 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan uraian Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, 

penulis memiliki Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum dalam praktik lelang 

secara online dalam lembaga perbankan. 

2. Untuk menganalisis tanggung jawab pihak penjual lelang dalam 

praktik perbankan secara online. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara 

teoritis dalam memberikan pandangan baru dalam pengembangan 

studi ilmu Hukum Perdata, khususnya mengenai pemikiran Praktik 

Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan Ditinjau Dari 

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis 

bagi para pihak yang memiliki kepentingan, yaitu sebagai berikut: 

a. Civitas Akademika 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

wawasan kerangka berpikir dalam menganalisis suatu 
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permasalahan hukum, serta melalui penelitian ini dapat 

menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu 

Hukum dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum. 

 
 

b. Lembaga Lelang 

 

Bagi lembaga lelang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bagi setiap 

penjual maupun pembeli lelang, agar mampu mengingkatkan 

pengawasan bagi setiap pelaksanaan jual beli melalui proses 

lelang, baik lelang maupun lelang online. 

 
 

c. Penjual Lelang 

 

Bagi penjual lelang, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pandangan baru sebagai tolak ukur perbankan 

dalam mengatasi problematika yang terdapat dalam 

pelaksanaan lelang, baik lelang maupun lelang online. 

 
 

d. Pembeli Lelang 

 

Bagi pembeli lelang, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat khususnya 

calon pembeli lelang, bahwasannya pembeli lelang telah 
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dilindungi oleh payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan 

lelang dan lelang online. 

 
 

e. Pemerintah 

 

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran luas mengenai perbandingan hukum 

lelang dan lelang online, agar pemerintah dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi setiap pihak yang berperan dalam 

pelaksanaan lelang dan lelang online. Serta, pemerintah 

melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) dapat terus memperbarui aturan 

hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem lelang dan 

lelang online yang tepat dan berkelanjutan. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini dibuat ruang lingkup yang bertujuan agar 

menghindari penyimpangan dan bertentangan dengan pokok permasalahan 

yang dibahas, maka dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan 

hukum atau aturan terkait antara peraturan yang terdapat pada lelang dan 

peraturan yang terdapat pada lelang online yang ditinjau dari perlindungan 

hukum penjual lelang dan pembeli lelang dalam lingkup perbankan. 



19 
 

 

 

 

 

F. Kerangka Teori 

 

Menurut Arikunto, “Kerangka teori merupakan wadah yang 

menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam 

penelitian.” Sehingga, dalam penulisan skripsi ini terbatas pada 

perbandingan hukum antara aturan yang terdapat pada lelang dan aturan 

yang terdapat lelang secara online dalam praktik perbankan ditinjau dari 

aspek perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli lelang. Teori 

yang digunakan yaitu: 

1. Teori Perlindungan Hukum 
 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.13 

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari keberadaan 

negara hukum. Dengan timbulnya perlindungan hukum, maka setiap 

warga negara akan merasakan keadilan. Dalam keterkaitannya dengan 

penelitian, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak 

perbankan sebagai penjual objek lelang, dan nasabah atau masyarakat 

sebagai pembeli objek lelang. Perlindungan hukum pula mencegah 

terjadinya sengketa dan termasuk penanganannya apabila terjadi 

sengketa di lembaga peradilan. 

 

 

 
 

13 Sajipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54. 
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2. Teori Perjanjian 

 

Teori perjanjian dalam hukum merupakan salah satu pondasi 

penting dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kontrak. 

Perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih 

yang mengikat dan menciptakan kewajiban hukum yang harus 

dipenuhi oleh para pihak. Teori perjanjian mencakup berbagai aspek, 

mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian. 

Berikut ini beberapa konsep tama yang umum dibahas dalam teori 

perjanjian:14 

1. Kebebasan Berkontrak 

 

Prinsip ini menegaskan bahwa individu memiliki kebebasan 

untuk menentukan dengan siapa mereka melakukan kontrak, 

tentang apa, dan dengan syarat apa, selama perjanjian tersebut 

tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

2. Kesepakatan Para Pihak 

 

Sebuah perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan antara para 

pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus diungkapkan melalui 

tawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). 

3. Kapasitas untuk Berkontrak 

 

Pihak-pihak dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum 

untuk melakukan kontrak. Ini berarti mereka harus memiliki 

 
 

14 M. Yahya Harahap. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, hlm. 25. 
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kemampuan mental dan usia yang cukup untuk memahami 

konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat. 

4. Konsiderasi 

 

Dalam beberapa sistem hukum, seperti common law, sebuah 

perjanjian harus didukung oleh konsiderasi, yaitu hal yang 

bernilai yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai 

pertukaran untuk pelaksanaan janji. 

5. Tujuan yang Sah 

 

Tujuan dari perjanjian harus sah dan tidak melanggar hukum atau 

kebijakan publik. 

6. Bentuk Perjanjian 

 

Meskipun banyak perjanjian lisan yang sah dan mengikat, 

beberapa jenis perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk 

tertulis, misalnya perjanjian jual beli tanah. 

7. Ketidakseimbangan Pihak 

 

Dalam beberapa kasus, ada perhatian terhadap ketidakseimbangan 

kekuatan antara pihak-pihak dalam perjanjian, yang bisa 

mengarah pada isu-isu seperti pemaksaan, penipuan, atau 

penyalahgunaan keadaan. 

8. Ketentuan Standar (Standard Clauses) 

 

Banyak kontrak menggunakan ketentuan standar atau "fine print" 

yang tidak selalu dinegosiasikan antara para pihak, namun dapat 
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menjadi sumber sengketa jika salah satu pihak merasa ketentuan 

tersebut tidak adil atau tidak dikomunikasikan dengan benar. 

9. Pembatalan Perjanjian 

 

Dalam kondisi tertentu, perjanjian bisa dibatalkan atau diakhiri. 

Hal ini bisa terjadi jika ada unsur pemaksaan, penipuan, 

kesalahan, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian. 

10. Pelaksanaan Perjanjian 

 

Para pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang telah 

disepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban 

tersebut, pihak lainnya bisa menuntut pelaksanaan atau meminta 

ganti rugi atas kerugian yang diderita. 

Teori perjanjian dicirikan oleh beragam aturan dan prinsip yang 

ditetapkan oleh hukum yang berlaku di suatu negara, dan dapat sangat 

berbeda antara sistem hukum civil law dan common law. Di Indonesia, 

teori perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) yang banyak dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda 

(BW - Burgerlijk Wetboek) seperti dalam Pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata yang berisi syarat sahnya perjanjian. 

3. Teori Tanggung Jawab Hukum 

 

Teori tanggung jawab hukum adalah sekumpulan konsep dan 

prinsip yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindakannya di mata hukum. Teori ini 

penting untuk memahami bagaimana hukum menentukan siapa yang 
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harus bertanggung jawab atas suatu kerugian dan bagaimana mereka 

harus menanggungnya. Beberapa teori utama tanggung jawab 

hukum:15 

- Teori kesengajaan: Seseorang bertanggung jawab atas 

tindakannya jika ia sengaja melakukan tindakan tersebut dan 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan 

kerugian. 

- Teori kelalaian: Seseorang bertanggung jawab atas tindakannya 

jika ia lalai dalam melakukan tindakan yang wajar untuk 

mencegah kerugian. 

- Teori kausalitas: Seseorang bertanggung jawab atas tindakannya 

jika tindakannya merupakan penyebab langsung dari kerugian. 

- Teori hubungan hukum: Seseorang bertanggung jawab atas 

tindakannya jika ia memiliki hubungan hukum dengan pihak yang 

dirugikan, seperti hubungan antara dokter dan pasien. 

 
 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tanggung jawab hukum dapat 

berupa 

- Usia, Anak-anak di bawah usia tertentu umumnya tidak dianggap 

bertanggung jawab atas tindakan mereka. 

 

 

 

 

 

 

15 Subekti. (2018). Tanggung Jawab Hukum Perdata. Bogor: PT. INTERMASA, hal. 27. 
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- Kapasitas mental, Orang yang memiliki gangguan mental 

mungkin tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan 

mereka. 

- Hukum yang berlaku, Hukum yang berlaku di tempat kejadian 

dapat memengaruhi siapa yang bertanggung jawab atas suatu 

kerugian. 

Tanggung jawab perdata umumnya berisi mengenai seseorang dapat 

diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan 

atas tindakannya. 

 

 
G. Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan 

suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder”.16 Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan 

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.17 Oleh karena itu, 

 
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13. 
17 Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, hal. 35. 
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pada penulisan skripsi ini menggunakan kajian dari sumber-sumber 

hukum tertulis dan literatur pendukung lainnya. 

 
 

2. Metode Pendekatan 

 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang ditangani.18 Penulis menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan dengan cara menelaah seluruh peraturan 

perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lain yang 

berkaitan dengan aturan mengenai lelang dan lelang online dalam 

perbankan ditinjau dari aspek perlindungan penjual dan pembeli 

lelang. 

 
 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut 

pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian 

hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang 

 

18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 157. 
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melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan 

konsep-konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan pendekatan 

pemahaman mengenai pandangan para ahli atau doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang bertujuan untuk 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan. 

 
 

c. Pendekatan Analisis (Analitical Approach) 

 

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan 

hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah- 

istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan 

secara konsepsional19, yaitu mengenai kajian hukum praktik lelang 

di Indonesia. 

 
 

3. Bahan Hukum Penelitian 

 

Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang 

berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini 

dilakukan dengan mengingat jenis penelitian yang peneliti lakukan 

adalah penelitian yuridis normatif (hukum normatif). 

a. Bahan Hukum Primer 
 
 

19 Jhonny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Banyumedia Publishing, hlm. 310. 
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

 

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790) 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

6. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam 

Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 

tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 

1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip 

pokok tentang lelang. 

7. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 

tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu 
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Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan 

 

Vendu Reglement. 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 

tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. 

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

10. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini. 

 
 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang 

digunakan penulis, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat atau 

doktrin para ahli, serta bahan hukum lain yang terdapat dari 

internet atau website yang memiliki korelasi dengan penelitian 

yang dilakukan. 

 
 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier bertujuan menyempurnakan hasil akhir dari penelitian, dapat 
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berupa kamus hukum, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi 

kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini data sekunder 

didapatkan dari studi pustaka yaitu bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui 

data tertulis dengan mempergunakan content analysis. 20 

 

 
5. Teknik Analisis 

 

Penulis akan menganalisis dengan metode preskriptif secara 

kualitatif. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

metode preskriptif secara kualitatif. Presktiptif berarti memberikan 

petunjuk secara normatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif 

yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan 

pembahasan hingga ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, hlm. 22. 
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6. Metode Penarikan Kesimpulan 

 

Dengan pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif, 

yang berarti dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang 

digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin 

yang berkaitan dengan materi yang diteliti, penulis menggunakan 

metode penarikan kesimpulan, yaitu logika deduktif yakni menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkret yang dihadapi.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
hlm.76. 

21 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press, 
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